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ABSTRACT: This research aims to evaluate the effectiveness of the implementation of the Government 
Internal Control System (SPIP) in the context of State Universities (PTN) with Legal Entity status. The 
research focuses on the impact of regulatory changes, changes in governance structure, and government 
policies on the implementation of SPIP in these institutions. A survey method was employed using 
survey instruments delivered through focus group discussions (FGD) and questionnaires distributed 
to officials responsible for financial management and Internal Control Units in PTN with Legal Entity 
status. The survey results indicate that factors such as ambiguous regulatory changes, alterations in 
governance structure, and government policies limiting budgets affect the implementation of SPIP. 
The research also provides recommendations for improving regulations, expanding SPIP training, 
demonstrating strong leadership commitment, and implementing better monitoring systems to enhance 
the effectiveness of SPIP in PTN with Legal Entity status.
Keywords: SPIP, State Universities, Legal Entity, regulations, government policies, leadership 
commitment, monitoring, accountability.

ABSTRACT : Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam konteks Universitas Negeri (PTN) yang 
memiliki status Badan Hukum. Penelitian ini berfokus pada dampak perubahan regulasi, 
perubahan struktur tata kelola, dan kebijakan pemerintah terhadap implementasi SPIP di 
institusi-institusi ini. Metode survei digunakan dengan menggunakan instrumen survei yang 
disampaikan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) dan kuesioner yang didistribusikan 
kepada pejabat yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan Unit Pengendalian 
Intern di PTN dengan status Badan Hukum. Hasil survei menunjukkan bahwa faktor-faktor 
seperti perubahan regulasi yang ambigu, perubahan dalam struktur tata kelola, dan kebijakan 
pemerintah yang membatasi anggaran berdampak pada implementasi SPIP. Penelitian ini 
juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan regulasi, memperluas pelatihan SPIP, 
menunjukkan komitmen kepemimpinan yang kuat, dan mengimplementasikan sistem 
pemantauan yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas SPIP di PTN dengan status 
Badan Hukum.
Kata Kunci : SPIP, Universitas Negeri, Badan Hukum, regulasi, kebijakan pemerintah, 
komitmen kepemimpinan, pemantauan, akuntabilitas.

PENDAHULUAN
 Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas 
keuangan adalah aspek penting dalam 
menjaga integritas dan transparansi 
pengelolaan keuangan publik. Di lingkungan 
pendidikan tinggi, kampus-kampus PTN 
(Perguruan Tinggi Negeri) berbadan 

hukum memiliki peran yang signifikan 
dalam pengelolaan sumber daya publik 
dan dana pendidikan. Dalam upaya untuk 
memastikan efisiensi, penghindaran risiko, 
dan pencapaian tujuan organisasi, penerapan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) menjadi semakin penting. SPIP adalah 
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suatu kerangka kerja yang dirancang untuk 
membantu organisasi pemerintah, termasuk 
lembaga pendidikan tinggi, mengelola risiko, 
memastikan akuntabilitas, dan meningkatkan 
efektivitas operasional. Dalam konteks 
kampus PTN berbadan hukum, SPIP menjadi 
instrumen penting untuk mencapai tata kelola 
yang baik, yang pada gilirannya mendukung 
pencapaian visi dan misi institusi serta 
kepuasan pemangku kepentingan. Namun, 
meskipun pentingnya SPIP telah diakui secara 
luas, evaluasi efektivitas implementasinya 
di kampus PTN berbadan hukum masih 
merupakan tantangan. Dalam artikel ini, 
kami akan melakukan evaluasi komprehensif 
terhadap SPIP yang diterapkan di lingkungan 
kampus PTN berbadan hukum. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengukur 
kendali yang ada dan menilai sejauh mana 
SPIP telah mencapai keberhasilan dalam 
mencapai tujuan-tujuannya. Dengan 
demikian, artikel ini akan menyajikan 
hasil dari evaluasi SPIP yang dilakukan di 
sejumlah kampus PTN berbadan hukum. 
Kami akan menyoroti temuan-temuan utama 
yang mungkin mengarah pada perbaikan 
dalam implementasi SPIP dan memberikan 
rekomendasi yang relevan untuk memperkuat 
tata kelola keuangan di lembaga-lembaga ini. 
Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan panduan dan wawasan yang 
berguna bagi para pengambil keputusan, 
staf administrasi, dan pihak terkait lainnya 
di kampus PTN berbadan hukum. Dalam 
artikel ini, kami akan membedah pentingnya 
SPIP, metodologi penelitian yang digunakan, 
serta hasil dan rekomendasi yang muncul 
dari evaluasi tersebut. Dengan begitu, 
kami berharap artikel ini akan memberikan 
pemahaman yang lebih dalam tentang 
implementasi SPIP di kampus PTN berbadan 
hukum, serta memberikan kontribusi dalam 
upaya meningkatkan pengelolaan keuangan 
yang lebih efisien dan akuntabel.
 Konsep Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 
berbadan hukum mengacu pada PTN 
yang memiliki entitas hukum tersendiri 

yang terpisah dari pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah di mana PTN tersebut 
berada. Ini berarti PTN berbadan hukum 
memiliki status hukum sebagai badan hukum 
yang mandiri, yang memungkinkan mereka 
untuk memiliki hak dan kewajiban hukum 
secara independen, termasuk dalam hal 
kepemilikan aset, pengelolaan dana, dan 
kerjasama dengan pihak ketiga. Perbedaan 
utama antara PTN berbadan hukum dengan 
PTN jenis lainnya, seperti PTN Badan 
Hukum, adalah dalam status hukum mereka. 
Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi, PTN berbadan hukum didefinisikan 
sebagai berikut: 
 Pasal 35 (1): Perguruan Tinggi Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(3) yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat 
memiliki badan hukum berdasarkan undang-
undang yang berlaku. Dalam Pasal tersebut, 
ditegaskan bahwa PTN berbadan hukum 
adalah PTN yang memiliki badan hukum 
berdasarkan undang-undang yang berlaku. 
Ini berarti mereka memiliki entitas hukum 
yang terpisah dari pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah tempat PTN tersebut 
berada. Hal ini memungkinkan PTN berbadan 
hukum untuk melakukan tindakan hukum, 
seperti mengelola keuangan mereka sendiri, 
menjalin kemitraan dengan sektor swasta, 
dan memiliki hak kepemilikan terhadap 
aset mereka sendiri. Ini memberikan PTN 
berbadan hukum tingkat fleksibilitas yang 
lebih besar dalam mengelola sumber daya 
dan mencapai tujuan mereka.

Karakteristik PTN Berbadan 

Hukum

PTN BLUD PTN Satker

Status Badan hukum Badan Layanan 

Umum

Satuan kerja

Otonomi Otonom Otonomi terbatas Tidak otonom

Pengelolaan 

keuangan

Tidak termasuk 

dalam APBN

Termasuk dalam 

APBN

Termasuk dalam 

APBN

Pendapatan Tidak termasuk 

PNBP

Termasuk PNBP Tidak termasuk 

PNBP
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Aset Merupakan aset 

negara yang 

dipisahkan

Merupakan aset 

negara yang 

dikonsolidasikan 

dalam BMN

Merupakan aset 

negara yang 

dikonsolidasikan 

dalam BMN

Penyelenggaraan 

program studi

Mandiri Terbatas Terbatas

Penyelenggaraan 

kegiatan non-

akademik

Mandiri Mandiri Tidak mandiri

Pelaporan 

keuangan

Tidak kepada 

APBN

Kepada APBN Kepada APBN

Sumber: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2012 Pasal 62 tentang Pendidikan Tinggi 
yang menjelaskan mengenai perbedaan 
karakteristik PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-
Satker.
 Berikut ini karakteristik PTN Berbadan 
Hukum, PTN BLUD, dan PTN Satker: Pada 
dasarnya, PTN di Indonesia dapat dibagi 
menjadi tiga jenis, yaitu PTN Berbadan 
Hukum (PTN-BH), PTN Badan Layanan 
Umum (PTN-BLU), dan PTN Satuan Kerja 
(PTN-Satker). Ketiga jenis PTN tersebut 
memiliki karakteristik yang berbeda-beda, 
baik dari segi status, otonomi, pengelolaan 
keuangan, aset, penyelenggaraan program 
studi, penyelenggaraan kegiatan non-
akademik, maupun pelaporan keuangan.
PTN Berbadan Hukum
 PTN-BH adalah PTN yang memiliki 
status badan hukum yang otonom. Hal ini 
berarti bahwa PTN-BH memiliki kewenangan 
penuh dalam mengelola keuangan, aset, dan 
penyelenggaraan program studi. PTN-BH 
juga tidak termasuk dalam APBN, sehingga 
pendapatannya tidak termasuk PNBP. 
PTN-BH dapat melakukan kegiatan non-
akademik secara mandiri.
PTN Badan Layanan Umum
 PTN-BLU adalah PTN yang memiliki 
status badan layanan umum. PTN-BLU 
memiliki otonomi terbatas dalam pengelolaan 
keuangan dan aset. PTN-BLU termasuk dalam 
APBN, sehingga pendapatannya termasuk 
PNBP. PTN-BLU dapat melakukan kegiatan 
non-akademik secara mandiri.
PTN Satuan Kerja

 PTN-Satker adalah PTN yang memiliki 
status satuan kerja di bawah naungan 
kementerian. PTN-Satker tidak memiliki 
otonomi dalam pengelolaan keuangan, aset, 
dan penyelenggaraan program studi. PTN-
Satker termasuk dalam APBN, sehingga 
pendapatannya termasuk PNBP. PTN-
Satker tidak dapat melakukan kegiatan 
non-akademik secara mandiri.
 Permasalahan terkait ketidak efektifan 
implementasi  Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berbadan 
hukum merupakan tantangan serius dalam 
pengelolaan sumber daya keuangan dan 
akuntabilitas publik. Pentingnya SPIP dalam 
mencapai tata kelola keuangan yang baik 
di PTN berbadan hukum menjadi semakin 
krusial seiring dengan berbagai perubahan 
regulasi, struktur tata kelola, dan kebijakan 
pemerintah yang mempengaruhi lingkungan 
pendidikan tinggi.
 Sebagian besar PTN berbadan hukum 
menghadapi perubahan regulasi yang 
kompleks, baik yang terkait dengan SPIP 
maupun aspek lainnya dalam pengelolaan 
keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi 
pemahaman dan kesiapan institusi dalam 
menerapkan SPIP. Selain itu, perubahan 
struktur tata kelola, seperti pemisahan 
kewenangan keuangan, juga dapat 
memengaruhi implementasi SPIP, karena 
dapat mengakibatkan pergeseran tanggung 
jawab dan pembagian peran di dalam PTN. 
Kebijakan pemerintah, terutama yang 
berkaitan dengan anggaran dan pembiayaan 
pendidikan, juga dapat memengaruhi sumber 
daya yang tersedia untuk implementasi 
SPIP. Terbatasnya anggaran dan sumber 
daya manusia yang sesuai dapat menjadi 
hambatan serius dalam menjalankan SPIP 
dengan efektif.
 Untuk mengatasi ketidakefektifan 
implementasi SPIP, PTN berbadan hukum 
perlu memperkuat pemahaman SPIP di 
seluruh lapisan staf dan mengkomunikasikan 
komitmen pimpinan untuk mendukung 
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implementasi ini. Kebijakan dan pedoman 
yang jelas serta pemantauan dan evaluasi yang 
teratur perlu diterapkan untuk memastikan 
bahwa SPIP berjalan dengan baik. Dalam 
konteks perubahan regulasi, struktur tata 
kelola, dan kebijakan pemerintah, PTN 
berbadan hukum perlu memiliki kemampuan 
untuk beradaptasi dan merespons perubahan 
dengan cepat. Fleksibilitas dalam pengambilan 
keputusan dan kemitraan dengan pemangku 
kepentingan eksternal juga dapat membantu 
dalam mengatasi perubahan lingkungan 
yang dinamis. Dengan pemahaman yang 
kuat, komitmen pimpinan, dan adaptabilitas, 
PTN berbadan hukum dapat meningkatkan 
efektivitas implementasi SPIP. Ini bukan 
hanya tentang mematuhi regulasi, tetapi 
juga tentang mencapai tujuan akademik 
dan pengelolaan keuangan yang baik demi 
keberlanjutan institusi dan kualitas pendidikan 
yang lebih baik bagi mahasiswa.
 Tujuan dari artikel ini adalah untuk 
(1) mengidentifikasi permasalahan terkait 
dengan ketidak efektifan implementasi 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) di lingkungan Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN) berbadan hukum. Ini 
mencakup pemahaman perubahan regulasi, 
perubahan struktur tata kelola, dan 
kebijakan pemerintah yang mempengaruhi 
implementasi SPIP, (2) menganalisis faktor-
faktor yang mungkin menjadi penyebab 
ketidak efektifan implementasi SPIP di PTN 
berbadan hukum, seperti dampak perubahan 
regulasi, perubahan struktur tata kelola, 
dan kebijakan pemerintah, (3) memberikan 
solusi dan rekomendasi yang relevan untuk 
mengatasi ketidakefektifan implementasi 
SPIP. Artikel ini dapat memberikan panduan 
tentang bagaimana PTN berbadan hukum 
dapat meningkatkan tata kelola keuangan 
mereka, (4) memberikan pemahaman 
yang lebih baik tentang peran SPIP dalam 
lingkungan pendidikan tinggi dan mengapa 
implementasinya dapat menjadi isu yang 
kompleks dan penting, (5) mendorong 
kajian lanjutan tentang implementasi SPIP 

di PTN berbadan hukum. Melalui artikel 
ini, diharapkan dapat memberikan wawasan 
yang berguna bagi pembaca, terutama para 
pengambil keputusan di PTN berbadan 
hukum, dalam upaya meningkatkan 
efektivitas pengelolaan keuangan dan 
akuntabilitas publik di lingkungan pendidikan 
tinggi.

KAJIAN LITERATUR
 Pendekatan teori pemangku kepentingan 
(stakeholder theory) memainkan peran penting 
dalam penelitian ini. Sementara pendekatan 
teori agensi lebih fokus pada kontrak dan 
hubungan antara prinsipal dan agen, 
pendekatan teori pemangku kepentingan 
lebih menekankan pada kelompok atau 
individu yang dapat memengaruhi atau 
dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu. 
Teori ini membantu mengidentifikasi dan 
menganalisis hubungan antara berbagai 
pemangku kepentingan dalam konteks 
implementasi SPIP di PTN Berbadan 
Hukum. Freeman dan rekan-rekannya 
(2010) memandang pemangku kepentingan 
sebagai seluruh pihak yang memiliki 
kepentingan dalam suatu organisasi dan 
bisa memengaruhi atau dipengaruhi oleh 
tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi. 
Pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi 
tiga kelompok: pemangku kepentingan 
utama, pemangku kepentingan sekunder, 
dan pemangku kepentingan kunci. 
 Pemangku kepentingan utama adalah 
pihak yang memiliki kaitan kepentingan 
langsung dengan kebijakan atau program 
yang sedang dijalankan. Mereka memiliki 
peran penentu dalam pengambilan keputusan.
Pemangku kepentingan sekunder, sementara 
itu, mungkin tidak memiliki kepentingan 
langsung tetapi tetap memiliki perhatian 
terhadap isu yang ada dan dapat memengaruhi 
opini masyarakat serta kebijakan pemerintah. 
Terakhir, pemangku kepentingan kunci 
adalah pihak yang memiliki kewenangan 
legal dalam pengambilan keputusan. Dalam 
konteks penelitian ini, pendekatan teori 
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pemangku kepentingan akan membantu 
dalam mengidentifikasi dan menganalisis 
peran serta pengaruh berbagai pemangku 
kepentingan, seperti pimpinan PTN, 
auditor internal, dan lainnya, terhadap 
efektivitas implementasi SPIP. Penelitian akan 
memfokuskan pada pemangku kepentingan 
utama yang memiliki keterkaitan langsung 
dengan SPIP dan berperan penting dalam 
proses pengambilan keputusan terkait SPIP. 
Ini mencerminkan pendekatan dari model 
pertama yang dijelaskan oleh Freeman (1983), 
yang menekankan pada cara perusahaan 
mengelola hubungannya dengan pemangku 
kepentingan utama dalam mengambil 
keputusan strategis.
 Dalam analisis dan pengembangan 
penelitian ini, teori pemangku kepentingan 
akan membantu dalam memahami peran dan 
hubungan antara pemangku kepentingan 
dalam konteks efektivitas SPIP di PTN 
Berbadan Hukum. pendekatan ini mencakup 
analisis dan penilaian dampak pemangku 
kepentingan pada SPIP, serta bagaimana 
SPIP dapat menjawab kebutuhan dan 
harapan pemangku kepentingan yang 
beragam. Dengan memahami dinamika 
ini, penelitian akan memberikan wawasan 
yang lebih mendalam mengenai faktor-
faktor yang memengaruhi implementasi 
SPIP dan rekomendasi untuk meningkatkan 
efektivitasnya.
 Telaah literatur mengenai Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 
lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia 
memberikan gambaran yang beragam 
tentang efektivitas implementasi SPIP serta 
dampaknya pada pengelolaan keuangan 
dan akuntabilitas. Thoyibatun (2009) 
menunjukkan bahwa SPIP berperan penting 
dalam mengurangi risiko penggelapan dan 
kecurangan akuntansi di perguruan tinggi.
Wilopo (2006) menyatakan bahwa SPIP yang 
efektif dapat memberikan perlindungan 
terhadap niat kecurangan anggota 
organisasi. Hasil temuan BPK tahun 2019 
menyebutkan terdapat kelemahan dalam 

sistem pengendalian intern (SPI) sehingga 
menyebabkan kerugian senilai Rp11,55 triliun.
Kasus tersebut berasal dari ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan 
senilai Rp10,06 triliun dan ketidakhematan, 
ketidakefisienan, serta ketidakefektivan 
senilai Rp1,49 triliun. Zamzani dan Faiz (2015) 
mengungkapkan bahwa meskipun terdapat 
elemen-elemen aset pengendalian internal 
yang cukup efektif di perguruan tinggi X, 
masih terdapat kelemahan dalam kepatuhan 
terhadap standar operasional prosedur. 
Penelitian Wulandari, Hasan, dan Rasuli 
(2019) menekankan pentingnya pengawasan 
internal yang kuat untuk mencegah 
penyimpangan dalam pengelolaan aset di 
perguruan tinggi. Asy’ari, Prasetyono, dan 
Haryadi (2013) mencatat bahwa meskipun 
SPIP telah dibentuk di perguruan tinggi, 
implementasinya belum mencapai tingkat 
maksimal.
 Irfan (2016) mengungkapkan bahwa 
antara tahun 2006 hingga 2016 terdapat 37 
kasus dugaan korupsi di perguruan tinggi 
dengan kerugian mencapai 218,4 miliar. 
Harwida (2015) menyoroti potensi fraud 
di perguruan tinggi akibat kurangnya 
pengendalian internal, terutama dalam 
pemisahan fungsi pada level terkecil 
pengguna anggaran. Holter dan Seganish 
(2014) menggarisbawahi peran SPIP dalam 
mengidentifikasi penghematan biaya, 
ketidakefisienan proses, dan pengurangan 
risiko. SPIP juga dapat menilai proses dan 
kualitas kinerja serta memastikan tujuan 
perguruan tinggi tercapai. Implementasi 
SPIP memiliki dampak signifikan pada 
manajemen keuangan, akuntabilitas, dan 
pencegahan kecurangan perguruan tinggi di 
Indonesia. Upaya perbaikan dalam SPIP dan 
pengawasan internal menjadi penting dalam 
mengatasi tantangan yang dihadapi oleh 
perguruan tinggi dalam mencapai efektivitas 
operasional dan keuangan yang lebih baik. 

METODE PENELITIAN
 Ketidakefektifan implementasi Sistem 
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Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 
lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 
Berbadan Hukum dikaji melalui pendekatan 
kualitatif untuk mendalami kompleksitas 
faktor-faktor yang mempengaruhi SPIP. 
Langkah pertama dalam penelitian ini 
adalah mengidentifikasi masalah, yaitu 
ketidakefektifan implementasi SPIP di PTN 
Berbadan Hukum, terkait dengan dampak 
perubahan regulasi, perubahan struktur tata 
kelola, dan kebijakan pemerintah. Untuk 
mengumpulkan data yang relevan, berbagai 
sumber informasi dianalisis, termasuk regulasi 
terkait SPIP, PP 60 tahun 2008, struktur tata 
kelola PTN Berbadan Hukum, kebijakan 
pemerintah yang mempengaruhi PTN, 
laporan hasil evaluasi SPIP di lingkungan 
PTN tersebut, dan melalui wawancara 
dengan pihak-pihak terkait, seperti pimpinan 
PTN Berbadan Hukum, auditor internal, dan 
pemangku kepentingan lainnya.
 Data yang terkumpul kemudian 
dianalisis dengan memberikan perhatian 
khusus diberikan pada mencari hubungan 
antara perubahan regulasi, perubahan 
struktur tata kelola, dan kebijakan pemerintah 
dengan ketidak efektifan implementasi 
SPIP di PTN Berbadan Hukum. Pertanyaan 
penelitian digunakan sebagai panduan 
dalam mengarahkan analisis, seperti 
mengidentifikasi dampak konkret dari 
perubahan regulasi pada praktik SPIP di PTN 
dan mencari pola dalam kebijakan pemerintah 
yang mungkin menghambat implementasi 
SPIP. Setelah data dianalisis, kesimpulan 
ditarik untuk menjawab permasalahan yang 
dikaji. Dari hasil analisis, dapat diidentifikasi 
dampak konkret perubahan regulasi, 
perubahan struktur tata kelola, dan kebijakan 
pemerintah terhadap implementasi SPIP. 
 Pada tanggal 28 Oktober 2022, 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi menetapkan 21 PTN sebagai 
PTN-BH. Pengelola keuangan dan pengurus 
serta auditor dari satuan pengawasan internal 
dari 21 PTN tersebut mengadakan forum grup 
diskusi (FGD) untuk membahas pengelolaan 

keuangan PTN-BH. Dalam FGD tersebut, 
peserta membahas berbagai tantangan dan 
peluang yang dihadapi dalam pengelolaan 
keuangan PTN-BH. Salah satu tantangan 
yang dibahas adalah bagaimana mengelola 
keuangan PTN-BH secara transparan 
dan akuntabel. Peserta juga membahas 
bagaimana meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas penggunaan anggaran PTN-BH. 
Peserta FGD sepakat bahwa pengelolaan 
keuangan PTN-BH harus dilakukan secara 
profesional dan akuntabel. Pengelola 
keuangan PTN-BH harus menerapkan 
prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang 
baik. FGD tersebut merupakan langkah awal 
untuk meningkatkan pengelolaan keuangan 
PTN-BH. Peserta FGD berharap bahwa FGD 
tersebut dapat menghasilkan rekomendasi 
yang dapat membantu PTN-BH dalam 
mengelola keuangannya secara lebih baik. 
Berikut adalah beberapa poin penting yang 
dibahas dalam FGD tersebut: (a) Tantangan 
dan peluang dalam pengelolaan keuangan 
PTN-BH; (b) Transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan PTN-BH; (c). Efisiensi 
dan efektivitas penggunaan anggaran PTN-
BH; (d) Prinsip-prinsip tata kelola keuangan 
yang baik. FGD tersebut diharapkan dapat 
menjadi dasar bagi PTN-BH dalam menyusun 
kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan 
yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
 Temuan hasil penelitian adalah tentang 
perbedaan persepsi di antara kelompok 
responden. Perbedaan tersebut meliputi: (a) 
Perbedaan persepsi gender. Responden wanita 
mungkin lebih cenderung untuk melihat sisi 
positif dari perubahan, termasuk perubahan 
regulasi dan struktur tata kelola PTN dan (b) 
Perbedaan pengalaman. Responden wanita 
mungkin memiliki pengalaman yang lebih 
positif dalam implementasi SPIP. Berdasarkan 
latar belakang pendidikan, responden dengan 
gelar S3 atau Guru Besar cenderung lebih 
positif terhadap dampak perubahan struktur 
tata kelola PTN terhadap pelaksanaan SPIP. 
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Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa 
faktor, seperti: (a) Perbedaan pemahaman. 
Responden dengan gelar S3 atau Guru Besar 
mungkin memiliki pemahaman yang lebih 
baik tentang konsep dan prinsip SPIP dan 
(b) Perbedaan pengalaman. Responden 
dengan gelar S3 atau Guru Besar mungkin 
memiliki pengalaman yang lebih luas dalam 
implementasi SPIP. Berdasarkan latar 
belakang keilmuan, responden dengan latar 
belakang keilmuan ilmu sosial cenderung 
lebih positif terhadap pelatihan lebih lanjut 
sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas 
implementasi SPIP. Hal ini mungkin 
disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (a) 
Perbedaan pemahaman. Responden dengan 
latar belakang keilmuan ilmu sosial mungkin 
memiliki pemahaman yang lebih baik tentang 
pentingnya pelatihan dalam meningkatkan 
kesadaran dan pemahaman tentang SPIP 
dan (b) Perbedaan pengalaman. Responden 
dengan latar belakang keilmuan ilmu sosial 
mungkin memiliki pengalaman yang lebih 
luas dalam pelatihan.
 Secara keseluruhan, temuan berdasarkan 
karakteristik responden tersebut menunjukkan 
bahwa ada beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi persepsi tentang efektivitas 
implementasi SPIP di PTN berbadan hukum. 
Faktor-faktor tersebut antara lain jenis 
kelamin, latar belakang pendidikan, dan 
latar belakang keilmuan. Temuan ini dapat 
digunakan untuk memberikan rekomendasi 
kebijakan untuk meningkatkan efektivitas 
implementasi SPIP di PTN berbadan hukum. 
Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan 
antara lain: (a) meningkatkan sosialisasi 
dan pelatihan SPIP secara berkala kepada 
seluruh pemangku kepentingan, tanpa 
memandang jenis kelamin, latar belakang 
pendidikan, atau latar belakang keilmuan, (b) 
melakukan evaluasi secara berkala terhadap 
pelaksanaan SPIP untuk mengidentifikasi 
dan mengatasi hambatan yang ada, (c) 
mengembangkan kebijakan dan strategi 
yang lebih komprehensif untuk mendukung 
implementasi SPIP.

 Efektivitas SPIP di PTN BH dipengaruhi 
oleh sejumlah faktor determinan yang 
kompleks. Dalam konteks ini, regulasi dan 
kebijakan pemerintah memainkan peran 
sentral. Perubahan regulasi, terutama terkait 
dengan SPIP, dapat berdampak besar pada 
implementasi SPIP di PTN Berbadan Hukum. 
Regulasi yang ambigu, berubah-ubah, atau 
terlalu kompleks dapat menjadi hambatan 
serius. Sebagai contoh, teori administrasi 
publik menyatakan: “Sistem Pengendalian 
Intern pemerintah yang efektif membutuhkan 
regulasi yang jelas dan dapat diterapkan, 
serta kebijakan yang mendukung praktik 
terbaik dalam pengelolaan keuangan dan 
akuntabilitas.”
 Selain itu kebijakan pemerintah terkait 
anggaran dan pembiayaan pendidikan juga 
memiliki dampak besar pada SPIP. Kebijakan 
yang membatasi anggaran atau tidak 
memprioritaskan SPIP dapat menghambat 
efektivitasnya. Dalam hal ini, teori ekonomi 
publik menunjukkan bahwa kebijakan 
anggaran yang tidak mendukung praktik 
manajemen keuangan yang baik dapat 
menyebabkan inefisiensi dan pengelolaan 
keuangan yang buruk. Namun, faktor-faktor 
internal juga berperan penting. Pemahaman 
dan komitmen pimpinan PTN Berbadan 
Hukum sangat signifikan. Pemahaman yang 
baik tentang SPIP oleh pimpinan menciptakan 
landasan yang kuat untuk implementasi 
yang efektif. Teori manajemen organisasi 
menyoroti pentingnya peran pimpinan 
dalam membentuk budaya organisasi yang 
mendukung akuntabilitas. Selain itu, struktur 
tata kelola PTN Berbadan Hukum memiliki 
dampak besar. Perubahan dalam struktur 
tata kelola dapat berdampak positif jika 
memperjelas tanggung jawab dan tugas 
terkait SPIP. Namun, pengelolaan yang efektif 
juga memerlukan budaya organisasi yang 
mendorong akuntabilitas dan transparansi. 
Teori manajemen organisasi menekankan 
pentingnya budaya dalam pengelolaan 
efektif. Selain faktor-faktor internal, 
pelatihan dan pengembangan pemahaman 
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dan keterampilan personil adalah kunci. 
Pendidikan dan pelatihan terkait SPIP 
diperlukan untuk meningkatkan pemahaman 
dan keterampilan personil. Pemahaman yang 
mendalam tentang SPIP dapat meningkatkan 
pelaksanaan yang efektif. 
 Sistem pemantauan dan evaluasi 
internal juga merupakan elemen penting. 
Sistem pemantauan yang berkualitas dan 
evaluasi yang komprehensif membantu 
dalam mengidentifikasi masalah dan 
peluang perbaikan. Teori manajemen 
kinerja menyoroti peran penting sistem 
pemantauan dan evaluasi dalam mencapai 
hasil yang diinginkan. Dalam konteks 
ini, partisipasi pemangku kepentingan 
juga harus diperhatikan. Melibatkan 
semua pemangku kepentingan, termasuk 
fakultas, staf administrasi, mahasiswa, dan 
pihak eksternal, dalam proses SPIP dapat 
mendukung transparansi dan akuntabilitas. 
Teori partisipasi publik menekankan 
pentingnya melibatkan semua pihak 
yang terkait. Akhirnya, konteks eksternal 
seperti perubahan dalam lingkungan 
pendidikan atau faktor ekonomi dan sosial 
juga memengaruhi pelaksanaan SPIP di 
PTN Berbadan Hukum. Dalam mengatasi 
faktor-faktor ini, pendekatan holistik yang 
mempertimbangkan regulasi yang lebih baik, 
komitmen pimpinan, pembinaan budaya 
akuntabilitas, pelatihan, serta pengembangan 
sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat 
diperlukan untuk meningkatkan efektivitas 
SPIP. Dalam konteks SPIP, integrasi teori dan 
praktek adalah kunci untuk mencapai hasil 
yang diharapkan.
 Implementasi Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) di Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) Berbadan Hukum 
seringkali tidak mencapai efektivitas yang 
diharapkan. Faktor-faktor yang telah diteliti, 
yaitu perubahan regulasi, perubahan struktur 
tata kelola, dan kebijakan pemerintah, 
ternyata memiliki dampak yang signifikan. 
Penelitian ini memberikan pandangan yang 
dalam tentang tantangan yang dihadapi PTN 

Berbadan Hukum dalam mencapai standar 
akuntabilitas dan pengendalian internal 
yang lebih baik. Dampak dari perubahan 
regulasi yang kurang jelas dan sering 
berubah memberikan pelajaran berharga 
tentang perlunya regulasi yang adaptif dan 
terkini untuk mendukung implementasi 
SPIP yang efektif. Perubahan kebijakan 
dan keterbatasan anggaran telah menjadi 
hambatan serius. Namun, tidak hanya faktor 
eksternal yang berperan, faktor internal 
seperti pemahaman dan komitmen pimpinan, 
struktur tata kelola yang efisien, budaya 
organisasi yang mendorong akuntabilitas, 
dan pemahaman serta keterampilan personil 
juga memengaruhi efektivitas SPIP. Hasil 
penelitian ini menggarisbawahi pentingnya 
peran aktif pimpinan PTN Berbadan Hukum 
dalam memastikan komitmen yang kuat 
terhadap SPIP dan menciptakan budaya 
organisasi yang mendukung.

KESIMPULAN
 Kesimpulan yang dihasilkan dari 
penelitian ini adalah implementasi 
SPIP di PTN Berbadan Hukum belum 
efektif. Dengan demikian, penelitian ini 
memberikan kontribusi dalam memahami 
faktor-faktor yang mempengaruhi SPIP di 
konteks PTN dan memberikan dasar untuk 
mengatasi ketidakefektifan tersebut. Untuk 
meningkatkan efektivitas implementasi 
SPIP di lingkungan PTN Berbadan Hukum. 
Pertama, perlu dilakukan sosialisasi dan 
pelatihan SPIP secara berkala kepada 
seluruh pemangku kepentingan di PTN 
Berbadan Hukum. Pemahaman yang baik 
mengenai SPIP menjadi landasan utama 
dalam implementasinya. Kedua, pimpinan 
PTN Berbadan Hukum harus menunjukkan 
kebijakan dan komitmen yang kuat terhadap 
SPIP. Dukungan penuh dari segi anggaran 
dan sumber daya manusia menjadi kunci 
dalam keberhasilan implementasi. Terakhir, 
pemantauan dan evaluasi secara berkala perlu 
dilakukan untuk memastikan SPIP diterapkan 
secara efektif. Hasil pemantauan dan evaluasi 
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dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan 
penyempurnaan implementasi SPIP di masa 
yang akan datang. Dengan langkah-langkah 
tersebut, diharapkan implementasi SPIP di 
PTN Berbadan Hukum dapat berjalan lebih 
efektif dan mendukung pencapaian tujuan 
akademik serta pengelolaan keuangan yang 
baik di lingkungan pendidikan tinggi.
 Meskipun temuan ini memberikan 
pemahaman yang lebih dalam tentang 
hambatan dan tantangan yang dihadapi PTN 
Berbadan Hukum dalam implementasi SPIP, 
penelitian ini juga memiliki keterbatasan. 
Sampel responden yang relatif kecil mungkin 
tidak mewakili keragaman pendapat dan 
pengalaman yang ada di seluruh PTN 
Berbadan Hukum. Selain itu, faktor-faktor 

eksternal yang mungkin memengaruhi SPIP 
belum sepenuhnya dieksplorasi. Sebagai 
rekomendasi, diperlukan perbaikan regulasi 
yang lebih adaptif, program pelatihan SPIP 
yang lebih luas dan mendalam, komitmen 
pimpinan yang kuat, serta sistem pemantauan 
dan evaluasi yang lebih baik. Harapannya 
PTN Berbadan Hukum akan dapat mencapai 
implementasi SPIP yang lebih efektif dan pada 
akhirnya, berkontribusi pada pengelolaan 
keuangan yang lebih baik dan meningkatkan 
akuntabilitas publik di sektor pendidikan 
tinggi. Penelitian ini juga mengundang 
penelitian lanjutan untuk menjelajahi lebih 
dalam faktor-faktor yang memengaruhi 
implementasi SPIP di konteks pendidikan 
tinggi, terutama PTN Berbadan Hukum.
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